RABU PAHING, 6 NOVEMBER 2024 (4 JUMADILAWAL 1958)

Yedaulaton Rakyat

"KEDAULATAN RAKYAT” HALAMAN 5

(3)

han sesuai dengan jumiah calon yang akan dipilih.
Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, dan kelengkamn peralatan Iamnya seba-
gaimana dimaksud pa:la ayat {1] !

f yang
danp jaan barang dan jasa

Kalurahan.

(4

Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara serentak dalam

Dalam hal Bupati berhalangan, pelantikan Calon Lurah terpilih menjadi Lurah didelega-
sikan kepada Wakil Bupati,

(5]

bagau berikut:
pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Wakiu oleh Badan Permusyawa-
ratan Kalurahan paling lama dalam jangka wakiu 15 (lima belas) hari terhitung
sejak Lurah diberhentikan;

2. pengajuan biaya pemilihan Lurah antar waktu dengan beban Anggaran Pen-

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, wama surat suara dan formulir admi- Pasal 67 dapatan dan Belanja Kalurahan oleh Panitia Pemilinan Lurah Antar Wakiu

nistrasi pelaksanaan pemilihan Lurah diatur dalam Peraturan Bupati. (1) Sebelum memangku jabatannya, Lurah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang kepada Penjabat Lurah paling lambat dalam jangka waktu 30 {tiga puluh) han
ditunjuk, setelah mengucapkan sumpahljanji sebagai berikut : *Demi Allah/Tuhan saya terhitung sejak panitia terbentuk;
Pasal 48 bemumpahmeqangu hahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah, dengan 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Lurah paling lama

P } suara dan penghi suara di TPS, d di kantor Kalu- sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya, akan selalu taat, dalam dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan cleh Panitia

rahanatau di tarnpatlam yang lar;ammkeamanannya lkan dan hankan P ia sebagai Dasar Negara; dan bahwa Pemilihan Lurah antar waktu;

saya. akan mensgakkan kehidupan demokrasi, dan Undang Undang Dasar Negara 4. pengumuman dan pendaﬂaran bakal calon Lurah antar walm.l aleh Panitia
Pasal 49 Repubiik Indonesia Tahun 1245, serta melaksanakan segala peraturan perundang- Pemilinan Lurah | g ":.:..,I‘ {lima bel
(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurah tukan jumiah pemilih di setiap TPS. undangan, dengan selurus lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah dan Negara 5. penelitian kelengkapan persyarat; bakal calon oleh Panitia
(2) Jumiah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang. Kesatuan Republik Indonesia.” Pemilihan Lurah dal waktu 7 (tujuh) hari; dan
(2) Pelal lantikan Lurah dituangkan dalam Berila Acara Pengambilan Sumpah/ 6. penetapan Calon Lurah Antar Waklu oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu
Pasal 50 Janji yang ditandatangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah, Pejabat yang diambil paling sedikit 2 (dua) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Kalu-

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menentukan jumiah, lokasi, bentuk, dan tata letak Sumpah, para Saksi dan Rohaniwan. rahan untuk ditetapkan sebagai Calon Lurah yang berhak dipilih dalam musya-
TPS 3) Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama atau yang mewakili kepada Pejabat baru di- warah Kalurahan.

(2) Penentuan lokasi TPS seby dimaksud pada ayat (1) berada di tempat yang mu- kan pada saat setelah p ikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan b.  Badan P Kalurat yelenggarakan Musy h Kalurak
dah dijangkau oleh pemilih, termasuk oieh penyandang disabilitas. penyerahan  Memari Serah Tenma Jabataﬂ yang meliputikegiatan :

(3) Penent tala letak TPS seb d pada ayat (1) menjamin setiap pemilih (4) Masa Jabatan Lurah sel fahun ggal pelantikan. 1. penyelenggaraan Musy h K dipimpin oleh Ketua Badan Per-
dapat ¥ lang u-mum bebas, rahasia, jujur, dan adil. () Lurah sebagaimana d|maksud pada ayat (4) dapat rnengabal paling banyak 2 (dua) kali K yang teknis pelak pemilinannya dilakuk

masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berurut-turut. oleh Panitia Pemilhan Lurah anlarwakl.u
Pasal 51 (6) Dalam hal Lurah mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, 2. pengesahan Calon Lurah antar waktu yang berhak dipilih oleh M hK;

(1) Pemilih Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) pada Lurah dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan. lurahan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
saal memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas per- 3. pelaksanaan pemilihan Calon Lurah antar waktu oleh Panitia Pemilihan Lurah
mintaan pemilih. BAB IV antar waktu melalui mekamsme musyawarah rnufakat atau melalui pemungu-

(2) Anggota KPPS atau orang lain yang pemilih sebagai dimaksud pada LURAH, PAMONG KALURAHAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL, tan suara yang i oleh M
ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, DAN ANGGOTA TNUPOLRI SEBAGAI CALON LURAH 4. pelaporan hasﬂpenuhhan(.‘alan Lurah oleh Panitia Pemilihan Lurah Antar Wak-

{u kepada Musyawarah Kalurahan;
Pasal 52 Paragraf 1 5. han Calon Lurah Antar Waktu Terpilih oleh M b eal b

(1) Sebelum melaksanakan lan suara, KPPS berik | Calon Lurah dari Lurah atau Pamong Kalurahan 6. pelaporan hasil pemilihan Lurah anlar wakiu melalui Musyawarah Kalurahan
tata cara pemungutan suara disertai dengan melakukan beberapa identifikasi secara kepada Badan Py han dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
terbuka berupa: Pasal 68 herja setalah M hKalurat hkan Calon Lurah terpilin;

a.  pembukaankolak suara; (1) Lurah yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Panewu sejak ditetapkan se- 7. pelaporan Calon Lurah antar waktu lerpnlh hasil Musyawarah Kalurahan oleh

b. pengelua!ansaluruhlsl knbaksuara, bagai Calon Lurah sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Terpilih. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan kepada Bupati melalui Penewu

c, pengidentifikasian jenis dok p dan (2) Usuian c.uli sebagaimana dimaksud pada ayat (1: :ﬁsampaikan oleh Lurah kepada paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panilia Pe-
i ----ﬂ-h liap jenis dok d milihan Lurah antar waktu;

12) Keglalan KPPS sebagmmana dimaksud pada ayat {1} dapat dihadiri oleh saksi dari Ca- (3) Panewu membenkan surat ouu kepada Lurah dan ditembuskan kepada Bupah dan Pe- 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Lurah
lon Lurah dan warga masyarakal. rangkat Daerah yang antar waktu lemﬂlh palmg lambat 30 (bga pulth hari kerja sejak diterimanya

(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dibuatkan berita acara yang di-  (4) Selama masa culi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dilarang menggunakan laporan dari Badan Py dan
tandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS serta dapat fasilitas Pemerintah Kalurahan untuk | Lurah, 9. pelantikan Lurah antar waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
ditandatangani oleh saksi dari Calon Lurah. (5) Selama Lurah cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik melaksanakan lugas sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan

(4) Waktu dimulainya pemungutan suara dan bentuk berita acara pembukaan kotak suara sehari-hari dan tanggung jawab Lurah. Lurah Antar Waktu Terpilih, dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ke-
ditetapkan oleh Panitia Pemilinan Tingkat Kalurahan dalam tata tertib Pemilihan Lurah. (6) Dalam hal Lurah cuti dan Carik berhatangan atau karena sebab lain tidak dapat men- tentuan peraturan perundang-undangan.

}alankan tugas, pelaksaﬂaan Iugas sehari-hani dan langgung jawab Lurah dilaksanakan
Pasal 53 secarab Ulu-U1 BAB VII

(1) KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memberikan suara berdasarkan PEMBIAYAAN
urutan kehadiran pemilih, Pasal 69

(2) Dalam hal menerima surat suara yang temyat k, pemilih dapat uara (1) Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan yang mencalonkan din Pasal 82
pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya dalam Pemilihan Lurah diberi cuti oleh Lurah terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar (1) Anggaran penyelengaraan pemilihan Lurah secara ki b lombang dibebank
satu kali dengan kondisi yang baik. sebagai Bakal Calon Lurah sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Terpilih. pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah danfatau Anggaran Pendaparan dan

(3) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamy aleh Pamong Kalurah Belanja Kals
surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara peng- staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan kepada Lurah dengan tembusan Badan  (2) Angg imaksud pada ayat (1) meliputi:
ganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik. Permusyawaratan Kalurahan, a. anggaran untuk Panitia Pemiiinan Ti Tingkat Kabupaten; dan

(3) Tugas Pamcng Kalurahan yang sedang cuti sebagalmana drnaksud par!a ayal (1) b. snggaranuntuk?amua PemmhanTngkatl(alurahan paling sedikit diperuntukan:
Pasal 54 g h Pamong K; lainnya yang P gan Kep Badan P ggungjawab pemilihan Lurah;
(1) SuratSuaradinyatak hapabila: 2. operasional PanrhaPemmhanTngkatKalurahan.
3. ditandatanganioleh ketua KPPS; dan Paragraf 2 3. pengadaan logistik pemilihan Lurah;
b, adatandacoblos. Calon Lurah dari Pegawai Negeri Sipil 4. operasional KPPS;

(2) Tandacoblosseb dimaksud pad auarItJMnﬁayaim 5. operasional kesekretanatan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan
a.  hanyaterdapatpada 1 (satu) kotak salu Calon Lurah; Pasal 70 6. operasional pengamanan.

b. tlerdapat dalam salah salu kotak segi ampal yang memuat nomor, foto, dannama (1) Pegawa: Negen Svpﬂ yangmenmnrﬂaan dm dalam pemilihan Lurah harus mendapatkan ~ (3) Anggaran Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dianggarkan melalui program dan ke-
Calon Lurah yang telah ditentukan; atau zinterty giatan pada unit kerj iat Daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan.

¢, lebihdari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuatno-  (2) Apabila Pegawai Negan S|p||sebaga|mana dimaksud pada ayat (1) lerpilih dan diangkat ~ {4) Anggaran Panlba Pernﬂlhan Tingkat Kalurahan dianggarkan melalul bantuan keuangan
mor, foto, dan nama Calon Lurah; atau menjadi Lurah, yang b } dibeb dari jabat selama men- Kkhusus P kepada Kalurahan sesuai k per-

d. terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan jadi Lurah tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. undang-undangan.
nama Calon Lurah. (3) Pegawai Negeri Sipil yang wrpdm dan dlangkal merqadl Lurah sebagaimana dimaksud  (5) Anggaran F'endapalan dan Belan;a Kalurah gai dimak pa:la ayat (1)

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pemberian suara yang sah diatur dalam Peraturan pada ayat (2) berhak p g P ilan lainnya yang sah. dapatdi b h

Tata Tertib Pemilihan Lurah, (8) Anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Lurah ankir waktu d|hebenkan peda Anggaran
aragraf 3 Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
Pasal 55 Calon Lurah dari Anggota TNI/Polri
Panitia Pemilihan Tingkat Kal waktu khi p q suara BAB VIll
dalam Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah. Pasal 71 KETENTUAN PERALIHAN
(1) Anggcta TNLI'PoIri yang menlonkan diri dalam pemilihan Lurah harus mendapatkan izin
Pasal 56 Pasal 83

KPPS menghitung : (2) Apabila anggota TNUPoIn sehagam\ana dumaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat (1) Lurah yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum P Daerahini berlaku

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk menjadi Lurah, yang b 0 1 diri dan berhent dari jabatannya. dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan k per-
TPS; undang-undangan,

b.  jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan BABV 2) Lurah yang masih menjabatdltahun 2024 pada penode pertama dan periode kedua me-

¢. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos LARANGAN LURAH y sm masa y selama 8 (delap Iahun sesuai dengan ketentuan
sebelum dimulainya penghitungan suara. 1 i1 (salu) periode lagi.

Pasal 72 (3) Lurah yang mas?m memahatdmhun 2024 pada periode ketga menyelesaman sisamasa
Pasal 57 Lurahdilarang : . y s sesual h f

(1) KPPS falk penghitung suara.wwiah 0 di TPS berakhir. a. memglkan kepenlmgan umum;

(2) Pengf suara i jimaksud pada ayat (1) dihadiri dan dapat b, yang meng gkan diri sendin, anggota keluarga, pihak lain, dan/ BAB IX
disaksikan oleh saksi Calon Lurah, peng dan warga masyarakat atau golongan tertentu KETENTUAN PENUTUP

(3) Saksi Calon Lurah dalam p ;‘ gan suara sebagal dimaksud pada ayat (2)  c. menyalahgunakan tugas, hak, d kewajib
harus membawa sural kuasa dar Calon Lurah yang bersangkutan. d.  melakukan tindakan diskriminalif terhadap warga dan/atau gelongan yarak Pasal 84

(4) &Jrat kuasa sebagaumana di maksud pada a','al (3) diserahkan kepada ketua KPPS tertentu; P pelak yang fata cara h pemilihan, p gt dan
palinglambat 30 (tiga dimulai. e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan; ian Lurah yang ph t P Daerah ini, diny

. melakukan kolusi, korupsi, dan neputsme menenma uang, barang‘ dan/atau jasa dari lstap bertaku sepanjang fidak bertentangan dengan Per Daerah ini sampai dengan
Pasal 58 pihak lain yang fi yang akan di ya; pkanny b yangt Peraturan Daerahini

(1) KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua g.  menjadi pengurus pamtpcmlm
dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota. h. menjadianggota dan/at: Pasal 85

(2) Sefain ditandatangani oleh ketua dan anggnla KPPS sebagaumana dimaksudpadaayat | merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan P y Ka-  Pad P Daerah ini mulai berlaku :

(1), Berita Acara Hasil Penghi i oleh saksi Calon Lurah, lurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rak- 1. Peraturan Daerah Kahupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan,

(3) KPPS memberikan salinan Berita Acara Hasil P ghi Suara sebagai dimak- yat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain L dan L ian Lurah (Lemt Dae:ah K Bantul Tahun
sud pada ayat (1) kepada saksi Calon Lurah yang hadir 1 (satu) eksemp yangdi dalamp pe g 2019N0mw13 Tmnbah‘anl Daerah Kabup or 122);

(4) Selain memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksicalon  j,  lkutserla teriibat dalam kampanye pemilihan dan/atau pemilihan Kepala 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tenta.ng Perubahan Atas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan Daerah; Peraluran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan,
hasil penghitungan suara di tempat umum. k. melanggar sumpahijanji jabatan; katan dan Pemberhentian Lurah (Lemb Daerah Kabupaten Bantul Tahun

(5) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimak- |, meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turul tanpa alasan yang 2023Nom0r2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);
sud paﬁa aym (1} dumasukk.an dalam sampul Rhusus yang dﬁeduakan dan dimasukkan jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

m. kap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Kemasyarakatan Kalurah
(6) KPPS msnyarahkan Berrta Acara Hasul Psnghltungan Suara, surat suara, dan alat ke-  n, lakukan p yang ¢ dengan I P fang Pasal 86
gutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia Pe- undangan; dan Peraturan pelaksanaan sebagai I|ndak Ian]ut Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6
milihan Tingkat Kalurahan paling lambat 1 {satu} jam setelah selesai penghitung o. yang gan dengan norma yang hidup dan berkembang  (enam) bulan sejak Peraturan D dangkan
suara, dalam masyamkat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan keper-
(7) Berdasarkan Berita Acara Hasil P Suara sebagai dimaksud pada ayat cayaan masyarakat. Pasal 3?
(6), Panitia Pemilihan Tingkat Kalurah lakuk ghi suara fingkat Kalu- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangk
rahan. Pasal 73
(1) Lura.h yang melanggar I gai i dalam Pasal 72 dikenai sanksi Agar setiap orang mengetahuiny i pengundangan F Daerah ini de-
Pasal 59 lisan d teguran tertulis. nganp dalam Lembaran Daerah Kab paten Bantul

(1) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan (2) Dalam hal sanksi admlnlstranfsebagalmana dlmaksudpadaayat{i]bdak dilaksanakan,
sebagai Calon Lurah Terpilih, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pember-

(2) Dalam hal terdapat lebih dari 1{satu}calanu.a.., g hentian. Ditetapkan di Bantul
lon Lurah Terpilih ditetapk wilayah perol yangrehih Iuas. padatanggal ...,

(3) Dalam hal hasil penghi suara berdasarkan k L BAB VI BUPATIBANTUL,
pada ayat (2), masih terdapal lebih dari 1 {satuﬁ Calon Lurah yang msmperolah suara PEMBERHENTIAN LURAH
!erbanyak Calon Lurah Terp lih ditetap suara pada s

gan jumiah pemilin terbanyak pertama, yak ked y Pasal 74 ABDULHALIM MUSLIH
(1) Lurahberhenti, karena
Pasalﬁll a,  meninggal dunia;
1) P dapat dilak secara elektronik. b. perminaan sendir;atay Diundangkan di Bantul
(2) Pelak p suara secara elektronik dikoordinasikan oleh P t padatanggal ...
3 12} Lurah berhenti sebagalmna d|maksud pada ayat {1} huruf b dibuktikan dengan surat
(3) ¢ lebih lanjut mengenai pelak p gutan suara secara el ik di- taan berhenti yang dibuat d: ioleh ,q..gbarsangkurm SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
aturdalam Peraturan Bupati. (3 Lurah diberhentik hagai dimaksud pad (1) hurufc
a.  berakhirmasajabatannya;
Bapgian Kelima b. tidak dapat malaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap se- AGUS BUDIRAHARJA
enetapan cara berturut-y
¢ lidaklagi sy ebagai Lurah; BERITADAERAH KABUPATEN BANTULTAHUN 2024 NOMCOR
Pasal 61 d, melanggarlarangan sebagai Lurah;
(1) Berdasarkan hasil penghitungan suara tingkat Kalurah b dalam e. adanya perubahan status Kalurahan menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua)
Pasa! 58 ayal (7), Panitia Pemilihan Tingkat Kalurah laporkan Hasil Penghitung Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalu-
da Badan P y Kalurat rahan, PENJELASAN
(2) Badan Pe y Kal pkan Calon Lurah Terpilih dengan Keputu- £, tidak melah kan kewajib bagai Lurah; dan ATAS
Badan Permusy Kalurat g dinyatakan sebagai lerpidana penjara alau kurungan berdasarkan putusan penga- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
dilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. NOMOR ... TAHUN ...
Bagian Keenam (4) Usulan pemberhentian Lurah karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf TENTANG
Peng dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Lurah a, dan ayal (3) huruf a dan huruf e, disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Kalurah- TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
an kepada Bupati melalui Panewu, berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan DAN PEMBERHENTIAN LURAH
Paragraf 1 Kalurahan.
Pengawasan (5) Usulan pemberhentian Lurah karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huref 1. UMUM
b, dan ayat (3) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf f dan huruf g dsampa:kaneleh Badan Per- Lurah sehaga: inan penyel ggaraan. h Kalurahan, sangat !
Pasal 62 musyawaratan Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu, t dalam keberh penyek nggaraan , han Kalurahan, pemt K

(1) Fungsi pengawasan terhadap proses pemilihan Lurah dilaksanakan oleh Panitia Pe- Badan Permusyawaratan Kalurahan yang dihadiri dan disetujui paling sedtlﬂl 23 (dua t yarak i dan pemberd; Kalurahan, sehingga
milihan Tingkat Kalurahan, P Kalurahan, dan yarakal pertiga) dari jumlah anggota BadanPenﬂusyawaratanKaMlahan secrang Lurah harus i persy yang di dan perfu dlalur mengenai

(2) Masyarakatd: ikan lap duan apabila terjadi pelanggamndalam (6) Pemberhentian Lurah karena diny sebagai terpid: i dimaksud pemilinan Lurah, pengangl P i g, lugas dan 1l ya serta
pemilihan Lurah, paﬂa ayat {3} hung. apabula Lurah dipidana penjara atau kurungan dan bukan pidana pemberhentiannya.

(3) Pelanggaran sebagai d d pad t(2), meliputi gan masa p Berdasarkan hasil evaluasi terhad; ik pemilihan Lurah serentak yang telah
a.  pelanggaran dal \suaradi TPS; (T) Pemberh Lurah b dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetaph dilak kan di Kab Bantul, P Daerah Kabur Bantul Nomor 13 Tahun
b, pelanggaranyang dilakukan oleh Panitia Pemilinan Ti Tingkat Kalurahan, dengan Kepulusan Bupati palmg Iamb@l 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, P b dan Pemberh Lurah sebag

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis maupun telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang
verbal yang berisi: (8) F’emberhenljan Lurah karena alasan tsrbukll melakukan tindak pidana P han Atas Py Daerah ¥ Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata
a.  namadan alamat pelapor; putusan p dilan yang telah p hukum tetap sebagai dimak-  Cara Pemilihan, Pengangl dan Pemb ian Lurah periu disemp dan
b, waktudantempat kejadian perkara; sud pada ayal (6) dilap oleh Badan P y Kalurahan kepada Bupati  disesuaikan/diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah
¢.  jenisdan alamat pelanggaran; melalui Panewu yang di pkan dengan Key Bupati d|ubahIerakmrdenganLInﬂang-U'ndangNomoraTahun 2024 Tentang Desa.

d. namadanalamat saksi; dan 9 lebih ianjut i pemberhentian Lurah diatur dengan Peraturan Bupati. tersebut di alas, peﬂu menetapkan Peraturan Daerah yang
€. uraiankejadian, barutentang Tata CaraPemillhan, P L Lurah,

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampail bat-| ya 1 Pasal 75
(satu} han sejak terjadinya pelanggaran. (1) Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai lerdakwa yang |l PASAL DEMIPASAL

diancam dengan pidana penjara paling singkal 5 (lima) tahun berdasarkan register per- Pasal 1
Pasal 63 kara di pengadilan. Cukupjelas

(1) M kat dapa ikan laporam terjadinya pelanggaran sehagaumana di- 2) Lurah dmmenhkansemenraraoleh Eupah apabila tertangkap tangan dan/atau ditahan Pasal2
maksud dalam Paaalﬁ? ayal[S}hurula kapada Panitia Pemilihan Tingkat Kal gl p pelanggaran tertenty, Cukupjelas

2) L | pada ayat (1) segera diproses dan ditindak- Pasal3
Iarljuu palmg lambat 3 hari sejak diterimanya laporan pengaduan oleh Panitia Pemilihan Pasal 76 Cukup jelas
Tingkat Kalurahan. Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tin- ~ Pasal4

(3) Hasll penyelesaian pengaduan dilaporkan kepada Badan K dak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap k g Cukup jelas

Pasal5
Pasal 64 Pasal 77 Cukupjelas

(1 M pat lapo jadinya pelanggaran seba-  Lurahyangdiberhentik bagai fimaksud dal Dasal 75atauPasal T6di-  Pasal6
gaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat [3} huruf b kepada Badan P y berhentikan oleh Bupati setelah sebagai putusan pe- Cukupjelas
Kalurahan. gadilan yang telah punyai hukum tetap. Pasal 7

(2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diproses dan Cukupjelas
ditindaklanjuti paling lambat 3 hari sejak diterimanya [aporan pengaduan oleh Badan Pasal 78 Pasal8
Perrnusyawarata.n Kalurahan (1) Lurah yang diberhentik dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal Cukup jelas

{3) Hasil : fituangkan dalam Beri dengan tembusan kepad: 76 setelah melalui proses peradi kiitidak bersalah berdasarkan pulusan  Pasal®

dan kepada Panitia Pelak Tingkat Kab pengadllanyangtelah mempunyal kskua‘lan I‘HJkuleap.,_ glama 30 (tiga puluh) hari Cukup el
(4) Dalam hal pangau’uan tidak dapat di ikan di ungkal Kaluraf olsh Badan Per- sejak p pan putusan p jilan diterima oleh Lurah, Bupati merehabilitasi dan me-  Pasal10
han, Badan Ps ngalm'ﬂcaﬂ kembali Lurah y yang bersangkutan sebagai Lurah sampai dengan akhir masa Cukup jelas
ngaduan tersebut kepada Bupati melalui Panitia Pemiihan Tingkat Kal:lupalsn untuk jabatannya. Pasal 11
diproses dan diputus. (2) Apabila Lurah yang dib L b ksud pada ayat (1) telah Cukup jelas
berakhir masa jabatannya Bupali harus merehabilitasi nama baik Lurah yang ber-  Pasal12
Paragraf 2 sangkutan. Cukup jelas
Penyelesaian Sengketa Hasil pemilihan Lurah Pasal 13
Pasal 79 Cukup jelas
Pasal 65 Datam hal Lurah di dalam Pasal 75 atau Pasal Pasal 14

(1) Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan Lurah, Bupati wajib menyelesaikan perselisi- 76, Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah sampai dengan adanya putusan penga- Cukup jelas
han dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukannya pengaduan oleh  dilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 15
Calon Lurah, Cukup jelas

(2) Penyelesaian perselisit bagai fimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pasal 80 Pasal 16
Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, (1) Bupatimengangkat Penjabat Lurah dalam hal : Cukupjelas

(3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan a.  Lurahdi i bagai i dalam Pasal 74 ayat (4); atau Pasal17
perselisihan pemilihan Lurah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian b, Lurahdit i i dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan Pasal 77; Cukup jelas
Perselisihan, sisamasa ]abatan tidak lebm dari 1 (satu)tahun; Pasal 18

{4) Berita Acara Penyelesai lisihan sebagai dimaksud pada ayat (3) disam-  (2) Penjabat Lurah seb ksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, 9 Cukupjelas
paikan kepada Calonturah gadu dan Badan P y Kalurah jiban, dan hak Lurah sampai dengan ditetapkan Lurah definitif. Pasal 19

(5) Calon Lurah yang tidak r!anal ima penyel yang dit oleh Bupati, dapat Cukupjelas

puhp hukum i perundang g Pasal 81 sal 20
(6) Pengajuan peng ayal (1) tidak da proses pelan- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Lurah yang dit dalam Cukupjelas
tikan Calon Lurah terpilih. Pasal 74 ayat(4) atau ayat (5), atau Pasal 77 lebih dari 1 tsalu}lahun Bupatimengangkat ~ Pasal21
Pegawai Negeri Sipil Pemenntah Daerah sebagai Penjabat Lurah. Ayat(1)
BAB Il (2) Pen_sahat Lurah seb L pada ayat (1) melaksanakan tugas, Yang dimaksud selama 10 hari adalah jangka waktu yang diberikan kepada panitia
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN jiban, dan hak Lurah samp I Lurah antar wakiu. untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih sebelum ditetapkan daftar pemilih
(3) Lurah antar waklu sehagaumana dimaksud pada ayal 2) dipilih me!a!w Musyawarah sementara.
Pasal 66 yang Calon Lurah set ksud dalam  Ayat(2)

(1) BadanP Kal yam Calon Lurah terpilih kepada Bupati Pasal 32 Cukupjelas
metalui P d b kepada Lurah paling lambat 1 (satu) hari kerjasetelah  (4) Lurah antar waktu yang dipilih melalui Musy h Kalurahan sebagaimana di Ayat(3)
penetapan Calon Lurah Terpilih. pada ayat (3) melaksanakan lugas, wewenang dan kewajiban Lurah sampai habis sisa Cukupjelas

(2) Bupati dan p gl Lurah dengan Keputusan Bupau masapabatan Lurah yang diberhentikan. Pasal22
paling lambat 30 (hga puluh} hari kerja seqak ima laporan sebag (5) A han yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Ayat(1)
padaayat(1). Lurah antar wakw du!aks.anakan palnng Iama dalam ]angka wakw E :enam) bulan terhi- Yang dimaksud |ampa| ;rang mudah dijangkau masrarakat anhrs lain papan

(3} Bupati melantik Calun Lurah lerplllh rneruadu!.urah paling lambalBD{tlga puluh) hari kerja tung sejak Lur; g papan papan
sejak diterbitkannya Kef han dan Pi Lurah a penyelenggaraan Musy h Kal gi yang se- pengumunanﬂukun Tetangga.

Ayal(2)
Cukupjelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukupjelas
sal 27

Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Hurufa
Cukup jelas

Yang d d dengan secara jujur dan terbuka kepada
publik” adalah mengumumkan secara tertulis kepada masyarakat, yang
menyawkan bahwa yang bersangkutan pernah dljaTLlhl pldana penjara
kan putusan pengadilan yang telah puny hukum

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang, di papan pengumuman Balai/Kantor Kalurahan.

Hurufi
Cukupjelas

Huruf}
Cukupjelas

Hurufk
Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukupjelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasald0

Cukup jelas
Pasal41

Cukup jelas
Pasal42

Cukupjelas
Pasal43

Cukup jelas
Pasal44

Cukupjelas
Pasal45

Cukup jelas

Cukup jelas
Pasald8
Cukup jelas
Pasal49
Cukup jelas
sal 50

Ayat(1)
Cukupjelas
Ayal(2)
Yang dimaksud dengan mudah dijangkau oleh pemilih t } dang disa-
bilitas adalah lokasi TPS dengan memparhahkan kemudahan akses bagi penyan-
dang disabilitas.
Ayat(3)
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Oukup jelas
Pasal 53
Cukupjelas
sal 54

Cukup jelas
Pasal 55
Cukupjelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
‘fang dimaksud dengan Pengawas adalah orang, kelompok orang dan lembaga
independen yang peduli terhadap pelaksanaan Pemilihan Lurah agar tetap besjalan

k 4

Ayat(3)

Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Yang dimaksud dengan wilayah perolehan suara yang lebih luas ditentukan ber-
dasarkan ada atau tidaknya suara bagi calon Lurah yang memperoleh suara fer-
banyak yang sama dalam suatu TPS. Dalam hal calon Lurah yang memperoleh sua-
ra terbanyak sama terdapat suara di semua TPS, maka wilayah perolehan suara
yang lebih luas ditentukan berdasarkan Calon Lurah yang mempercleh kemena-
ngan pada lebih banyak TPS.
Ayat(3)
Yang dimaksud dengan TPS dengan jumiah pemilih terbanyak adalah TPS dengan
jumiah pemilif yang hadir menggunakan hak pilih berdasarkan Berita Acara hasil
pemungutan suara.
Pasal60
Cukupjelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukupjelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukupjelas
Pasal67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukupjelas
sal 71

Cukupjelas
Pasal 72

Cukup jelas
Pasal T3

Cukupjelas
Pasal 74

Cukupjelas
Pasal 75

Cukup jelas
Pasal 76

Cukupjelas
Pasal 77

Cukup jelas
Pasal 78

Cukup jelas
Pasal 79

Cukup jelas
Pasal 80

Cukupjelas
Pasal 81

Cukupjelas
Pasal 82

Cukup jelas
Pasal83

Cukup jelas
Pasal 84

Cukupjelas
Pasal 85

Cukup jelas
Pasal 86

Cukup jelas
Pasal 87

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTULNOMOR ..

Bapak/ibu/Saudara dapat memberikan
masukan terhadap
Rancangan Peraturan Daerah ini melalui :
email : hukum@bantulkab.go.id
dengan batasan waktu 5 hari sejak
Publikasi Rancangan Peraturan Daerah ini.




